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Abstrak

Struktur regulasi yang tdak indepeden dalam sektor jasa kevangon telah mengakibatkan kondis
perckonomian yang sangal buruk pada beberapa Negara pada tahun 1990-an. Belajar dari pengalaman
tersebut, moka keberadaan OJK di Indonesia harus didukoung oleh adanys struktur regulasi yang
mdependen, sehingga wjuan dart dibenmknya OJK dapar diwojudkan, Keberadaan stoaktur regulasi
vang independen tersebut dapat diukur dan independensi OJK dari segi regulasi, pengawasan, instinsi
dan independensi dari segi pembiayaan, Dalam konteks OJK di Indonesia struktur regulasi vang
independen tidak dimaksudkan uniok menjadikan OJE sebagai lembaga vang memiliki independensi
vang ahsolut, letapi struktur regulasi yang menjadikan OJK sehagai katalisator pembangunan ekonomi
dan wasit untok faiv ploy. Independensi OJK horus dapat diperankan guna menyeimbanpkan
kepentingan pemerintah, kensumen, dan indusin jasa kevangan agar arah kebijakan perekonomian
dapat berjalan selaras, Meskipun belum pada bentuk vang sempurna, namun secara woum, UL OJK
telah mengadopsi semua seg dan struktur regulasi vang independen tersebut, Dikatakan belum pada
bentuk vang sempoma karena masith diperluban upaya harmonisasi pada sejumlah perundang-
undangan terkai, penyempurnasn peraturan vang eds, dan pembentukan poraturan pelaksanaan pada
tataran teknis operasional, Dengan ini dibavapkan OJK benar-benar menjadi lebih objekiif, dapai
melaksanakan wewenangmya sccara memadal, transparsn dan akuntzbel. Di samping i, OJK
dikarapkan memiliki kewenanzan hukum vang cukup untuk melakukan penyidikan dalam masalah-
masalah sektor jasa keuangan.

Kata Kunei | struktur regulass, independensi, CHIK

Abstract

A non-independent regulatory structure in the financial sevvices sector had already conduced poar
eoomonic. condition for some conntries i e 7990 Learned from tal experience, The exisience of
(LUK in Indonesia musi be supporied by the exisience of an independent regulatory siriciure so Hhat
the parpose of (UK being formed e the fiest ploce con e molevialized. The existerce of the
independent reguilatory structure, can be meanred by (UK = independence in tevmns of regulation,
supervision, institetional, and independence in terms of financing. In the context of OUK in Indonesia,
the independons repulatory struchire, I3 nof dntended 1o make OJK ay o caralyst for economic
development or a referee for a fuir play, OOR s Tndependence mest be plaved o balance the inferests
of the governmend, consumer, and financial yervices ingdusiry xo that the direction of ecomomic poficy
can go hand i fond, Though not in the perfect shope ver, the veglarion of CUK bas already adopied
all aspects from that independent regulatory structwre. I was said not in the perfect shape vel,
because o harmondzation s sill needed on oo number of lows and vegulations relaving, and
extahlishment of implementing regudasions ar the technical level of operational. With these, OUK is
crpecied o b omore offective and alvo con vun i aethority odegearely,  reanspeereily,  and
accowntably. Furthermore, UK is expected fo hove a sufficient legal authority te conduct an
investignlfion frto the Roancial services issues

" Dhisampaikan pada Seminar Eksistensi dan Tontangan €K Dlam Menata Industri Jasa Keusnpan Untuk
Pombangunan Ekonomi, dilaksanakan Bening Institue, Jakama, tanggal 23 Apral 2003,

241



Jurnal Hekem dan Peradilan, Volume 3, Nomor 3 Nopember 2004 2 251294

Key words: Regulaiory struciure, independence, OUK

Pendahuluan i Latar Belakang

Secara teoritis, wrdapat dua aliran (soloel of theugl) dalam hal pengawazan sckior jasa
kevangan., i satu pihak terdapat alian vane mengatakan bahbwa pengawasan yang terinfogrisi
terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan sebatknya dilakukan oleh insiibus
tunggal. Di pihak lnin ada abiran yang berpendapat pengawisen sektor jasa kevanpan lebih tepat
apabita dilakokan oleh beberapa ingtitusi,

Pengaturan dan pengawasen yvang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor
jasa kevangan, telah lebih dahulu diterapkan oleh Skandinavia sckitar tahun 1980an. Sclanjuinyva,
Ingors menerapkan sistim pengawasan yang terintegrasi tersebut tahun 1998 dengan mendinkan
United Kingdom Financlal Supervisory Awthority, begitu juga Jepang"™ tabun 1998 membuat
Financial Supervisory Awuthority (FSA) yang juga melakukan pengimtegrasian fungsi pengawasan
terhadap sekior jasa keupngan'™ Sememtara  itw, Australia membentuk Awsiralion  Prodentiol
Regulaiion Authority {APRA) vang fungsinya sama dengen FSA.

Berbeda dengan Amerika Serikat, dimana pengawasan terhadap sekior jasa tetap dilakukan
olch beberapa institusi. SEC misalnya mengawasi perosahaan sekuritas sedangkan industri perbankan
digwasi oleh bank senteal (fhe Fed), FDIC, dan OCC, Sementara itu, Indonesia pada awalnva
menerapkan sistim pengawasan lerhadap sekior jasa kevangan dilakukan oleh beberapa institusi,
berubah menjadi sistim pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor
Jasi keuvangan oleh satu institusi setelah lahirnys “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otoritas jasa Kewangan™ {"UUQJK") wyang berlaku tanggal 22 November 2011, Dengan itu
pengowasan kesejuruhan sektor jasa kevangan di indonesia dilakukan oieh mstiusi tunggai, vait
“(ioritas  Jasa  Kewangan™ (“0JK7), Pasal 5 UUQIK menctukan, bahwa OJK  berfungsi
menyelengearakan sistem pengaturan dan pengaeasan vang terintegrasi terhadap keseluruhon kegintan
di dalam acktor jasa kevangan,

Alasan dasar yang melatarbelakangi keduas alimn sistim pengawasan terhadap sektor jasa
kenangan tersebut di muka adalah berdasarkan kesesuaian dengan sistem perbankan yang dianut oleh
negara tersebut, Juga, seberapa dalam Eonvergensi di antara lembaga-lembaga kevangan, Pabing tdak
ada tiga alasan vang memicu dilakukan perubahan terhadap struktur kelembagaan pengawasan scktor
jasi keugngan, Periarg, munculnyva Kenglomers: kewangan dan mulm ditecapkan gniversal banking
di hanyak negara. Kondisi ini menyebabkan reguelas) yang didasarkan atas sekior menjadi udak efisien
kareny gap dalam regulansi din supervisi, Kedig, stobilites sistim kewangan telah menjadi sy wtama
bagi lemwbaga pengawas {dan Jembaga pengawas) vang awialbya belum memperhatikan masalah
stabilitas sistim keuangan, mular mencan struktur kelembapgsen yang tepat untuk memngkatkan
stabilitas sistim kewangan. Kenpo, kepercayaan dan kevakinan pasar ferhadap lembaga pengawas
menjadi komponen wtama gosd governonce, Untok meningkatkan good governance pada lembaga
pengawas jasa keuangan, banvak negara melakukan revisi strukiur lembaga penpgawas  jasa
keuangannya, '**

[ sinilah pentingnya peran sebugh strukiur regulasi dalam membentuk i dari para pelaku
posar. Kepercayaan dan konsumen dan investor akan terbentuk apabila sebuals strukiur repulasi dapat

' Tukes Hoshi den Takatoshi 1o, “Finacial Regulston In Japon: A Sixth Year Review of The Finoncial
Sepvices Agancy”, Jowrnal of Fimncial Stakility 1 {2004}, hal. 229,

P damike Yoko-Ar, “The Repulatory Efficiency of A Single Regulatory in Financial Services: Analysis of
the UK and J'.'B|'|3.1I'": Eﬂnhﬂgnﬂ' Fioree Lo Boview, Detohber, 2006, kal. 1.

% Fulkarnain Silompul, “Konsepsi dan Tronsformasi Otoritas Jasa Keuangan®™, Jerne!  Legislasi Tndnesia,
(duli, Wol. 9, hal. 344, Libat juga, Marmike Yokoi-Acai, O, OF hal. 5.
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mengontrol penyalahgunaan pasar seperti insider troding, morey faundering aton jemis kejahatan
kevangan lainmya, '™

Investor mempunyim kecenderangan untuk meletakkan anvestasinya pada pasar yang dopat
mencapai objecktif-objektf di atas untuk melindungi mercka dori resiko. Schingga, apabila ada
pengaturan yang jelas ferhadap lembaga kevangan, pelaku pasar dan investor melalui cara seperti
effeciive Chinese walls dan kode eok vang jelas, pasar skan cenderung terlindungs dan perilaku
penvalahgunasn dan para pelaku pasar' Apabila digabungkan dengan pengaturan keterbukaan
informasi yang efisien, hal ini depat membentuk pasar vang fair, ¢fisien dan trunsparan yang pada
gilimwnnva akan menimbulkan kepercayisin darn pefaku pasir techadap pasar tersebu

Berdasarkan hal-hal uraian di atas, adalsh seato hal yang sangat penting untok mendesain
sehuah strukiur regulagi vang fepal sesual dengan keadaan perckonomian di Indonesia.  Makalah ini
akan membahas isu independensi secarn umum dengan titk berst khusus ke masalah independensi di
bidang penyidikan, Bal Pertama, membahas tujuan pengaturan OJK, Bab Kedua, dari makalah ini
pkan membahas secara singkat mengenai independensi OJK. Bah Ketica, membahas pentingnyva
struktur regulasi yang independen. Bal Keenpar, menganalisis secara singkal pada strukiur regulasi
dalam ULDIK ditinjen dari kscamata panduan umum mengenan struktur regulas) yang indepemden.
Salr Keding, mengalisis permasalahan dalam strokiur regulasi di tingkat penyidikan dan beberapa
masukan untuk mengatasina.

I. Tujuan Pengaiuran (LK

Lembaga kenangan adalah sumber dar pertumbuhan karena fungsinya sentralnya vang
membeniu akumules: dan sumber dana untuk produks:. Melalui proses intermediasi, arus darl sumber
dana dapat tersalurkan vaitu dan mercka vang mempunyai sumber dana lebhih ke mereka vang
membutuhkan sumber dana uniuk berproduksi. Agar dapal berfungsi dengan baik, bal i fentunyva
memerlukan kepercavaan (i) dari para pelaku pasar,'™

Untok . fungsi CHE schagai regulator adalah menyelengramkan sistim pengaturan dan
pengawasan {awditd vang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa kevangan.
Berdasarkan itu, seluruh kegiatan jasa keuangan yang dilakukan oleh berbagai lembaga kevangan
unduk pada sistim pengaturan dan pengawasan OJK. Seperti sekior Perbankan, Pasar Modal,
Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Kevangan Lainnya,

Keberadaan OJK schagai repulator tersebut harus dapat melakukan fungsi pengawasan untuk
mengendelikan  penvalahgunaan  poasar  (marke?  obures)  dengan mencegah  tindakan-tmdekan
perusahaan dan nasabah atan konsumen di dalam sekior jasa kevangan yang berpotenst menagikan
kepentingan-kepentingan perusahan, nasabeh atan konsumen, dan investor dan keselurohan kegtatan
di dalam sekior jasa kevangan, Seperti, keterbukaan vang melanggar hukam dan Keterbukaan vang
trdak sah atau pernyataan menyesatkan {misleading statement ), insider dealing, dan mowey laundering.

Unmuk i, CJK bamgs membuat regulasi dengan suatu standarisasi yang mengandung sra bty
dan predicrabilty atas peraturan-peraturan keseluruhan kegiatan di dalam sekeor jasa kevangan. Hal it
sejalan dengan apa yang diinginkan oleh ULOJK, dimana OJK dimaksudkan untuk mewujudican OJK
vang memiliki fungsi, tugas, dian wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dakam
sektor jasa keuangan secara terpady, independen, dan akuntabel.

™ Kenneth Koome Mwendn, "Legal Aspeces of Financial Services Repwlation and the Concept of o Unified
Regraafatar”, the World Bank, 2006, hal 3

L it

12 Nii K. Sowa, IIl':'ﬂ'.r.'r-“r!lle: ilre lellaa.ll crred .Reg'm'urrr.lj' Frameweark ﬂll"l'.lle Flmarmetad Services Secor: A Crse _|'}.||-
an fndeprendmd Firgroigl Remilator”, makatoh presentas pada Gl G2 30 e dofievemends, Challenges af
tire Fimaacial Services Sector gud the Expeciofions of the Nexr 50 Years, 2007, bal 2,
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Secjalan dengan pembangunan UUOIK itu, tepetiah seperti dismati Ann Seidman, Robert B.
Siedman dan Nalin Abeyesckere yang mengatakan, bahwa dalam proses pembangunan undang-
undang merupakan slat utama pemecintah melakukan perubaban podoa lembaga-lembaga. Hal tersebuor
memperjelas tugas pembuat undang-undang, vaim membuat undang-undang menjadi efektf dan
miampu membaws perubahan, Suatu undang-undang vang cfekiil pada keadaan Khusus di suatu negars
harus mampue mendorong suatu perilaky yvang  dituju atau yang dinturmya, '

Secara umum, regulasi atan peramran OJK itn harus melipuii beberapa sasaran, yasin sebagal
berikut: '

I. Melindungi investor uniuk membangun krepercavaan lechadap pasar,

2. Memastikan bahwa pasar yang terbentu adalah pasar yang faiv, efisien, dan transparan.

3. Mengurangi risiko sistemik.

4. Melindungi lembaga kenangan dari penyaluhgunaan atan maipraktek dan konsumen (seperti
money Leundering),

5. Menjags kepercayaan konsumen dalam sitim Kegangan,

ll. Independensi OLJK

Konsep dari pengaturan  independensi telah lebih menjadi terkain dengan sekior jasa
dibandingkan dengan sckior barang '™ Sclanjuinya, pengawasan vang independen  (supervisor)
independence) sngat penting uniuk sekior kevangan'", Sejalan dengan itu, ketentuan Pasal 2 avat (2)
UUDIK telah menentukan, bahwa OJK adalah lembaga vang independen dalam melaksanakan tugss
dan wewenangnya, bebas dari campor tangan pihak lain, kecuall untuk hal-hal vang secara tegas diafur
delem Undang-Undang .

Istilah indendensi terscbut dapat diamikan schagai ide unmuk tidak dipengaruhi  atau

terkait satu sama lain, vaitu regulasi, pengawasan, institusional, dan anggaran. '’

Oleh karena i, OJK membutuhkan independensi, buaik dari pemenntah moaupun dan industri
vang diawasinya, schingga tujuan (JK schagaimana ditenfukan Pazal 4 UUOJK dapat tercapai.
Kejelasan tujuan OJK tersebut adalah alat mengukur tingkat independensi, yakni; 1) tojuen ditetapkan
secara jelas dapat membaniy pengurus membial keputysan entang alokasi sumber daya dan dalam
menenfukan respon kebijakan yang fepal dalam siluasi tertentu, 2) (ujuan adanyva pengaturan
{arrangement) tentang akuntabilitas untuk respon kebijakan.'™ Pasal 4 UUOJK menyatakan, bahwa
OJK dibentuk dengan tjuen ggar keseluruhan kegiaten d dalem sektor jasa kevangsn: o,
terselenggaranya sccara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; b, mampu mewujudkan sistem
kevanesn yong tumbuh secara berkelamputan dan stabdl; dan . mampu melndungs kepentingan
Konsumen dan masvarakat,

v samping itu, untuk mengukur tinghat ndependens: OJK dilihat dan  indepenss,
akuntabilicas, integritas, dan sumber dayas vang memadai. Lembaga independen barus mampu
memformulasikan kebijakan atas dasar strategi jangka panjang dan dapat mengambil keputusan yang
kredibel,  Independensi  dapat  diperolch  dengan  adanys  ketentuan  yang mengatur  tentang
pemberfentian  pengunis, olonomi anggeran  dan kemampuan  mengalokasikan  sumber  daya

B Ann Seidman, Roberi B, Seidman dan Malin Abevesckere, Legislative Drafiing for Demneratle Soclal
Change A Mamial for Deafters, (London: Kluwer Law Imterenatonal, 20017, hol. xxi,

™ Kenneth Kaoma Mwenda, ©p, O, hal. 3

lod p 8, Mchtn, “Why @ Steol Repwlator Makes Listle Sense”, dolam Kennet Kaoma Mwenda, O Cit, hal, 19,

168 fhial Tal. 21,

15T fhid, eal. 20,

15 Fulkarnain Sicempal, O i, hal 3580,
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berdasarkan kebijakan internal lembapa.'™ Pasal 34 UUOJK menyatakan, bahwa (1) Dewan

Komisioner menyusun dan menctapkan rencana kerja dan anggaran OJK. {2} Anggaran OJK

bersumber dart Anggaran Pendopatan don Belama Negarn don'oton pungutan dar pihak vang

melakukan kegiatan di sektor jase keoangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenast rencana kera dan
anggaran (UK sehagaimana dimaksed pada ayal (1) diatur dengan Peraturan Dewan Komisioner,

Berkaiten dengan anggaron OJK i, Pasal 37 menentukan schagai berikut:

(1) OFK mengenakan punguian kepada pihak yang melakukan kegiatan disekior jasa

keunmgrn.

(20 Pibak vang melakukan kegiotan di sekior jasa kevangan wajib membsiyar pungutan yang

dikenakan (MK schagaimana dimaksud pada avat (1)

(3) Pungutan schagaimana dimaksud pada avait (1) adalah peserimaan OJEK.

i4) OJK menerima, mengelola, dan mengadmimstrasikan pungutan sebagaimana dimaksud

pada ayat {3} secara akuntabel dan mandini.

(%) Dalam hol punguan veng diterima pada ahoun berjalan melebihi kebutuhan OJK uniek

tahun anggaran berikuinya, kelebihan tersebuil disetorkan ke Kas Negara,

(6 Ketentuan lebih lanjut mengenan pungutan sebagaimana dimeksad pada syat (1) diatur

dengan Perauran Pemerintah.

Jika diamati dari ketentuan Pasal 37 ULOJK tersebut, maka (JK dapat melepaskan diri dan
ketergantungan pada Kesedisan anggaran vang berasal dan APBN, sehingga dapal mengurang
intervenst terhadap OJK. Dengan itu, akuntabilitas diperlukan OJK untuk melegitimasi tindakannya
atas dasar kewenangan vang diberikan, Integritas direfleksikan dalam mekanisme vang mensyaratkan
karyawan lembaga dalam mencapai tujuan organisasi anpa menjadi takut terhadap intervens '™

Sernentara  itu, ketentuan Pasal 17 UUQJK vang mengatur mengenai masa kerja Anggota
Dewan Komisioner merupakan uiuran fingkat independensi OfK. Berdasarkan ketentuan Pasai 17
terschut Anggota Dewan Komisioner fidak dapat diberhentikan berdasarkan alasan politik. Dengan
ketentuan demikion akan memberikan keamanan bog Anggota Dewan Komisioner dalam mengambil
kehijakan vang tidak popular secara politik.””’ Pasal 17 ULUOIK menentukan, bahwa Anggata Dewan
Komisioner tidak dapat dibentikan sebelum masa jabatannya berakhir, kecuali apabila memenuhs
alasan sebagai berikuf;

Meninggal dunia,

Mengundurkan dir.

Masa jabatannya telah berakhir dan tidak dipilih kembali.,

Berhalangan tetap schingga tidak dapat melaksanakan tugas atau diperkirakan secara medis

ticluk dapat melaksanakon tugas kebih dari 6 (enam) bulan bertunat-turut.

g, Tidak menjalankan tupasnya sebags anggota dewan kotmisioner lebih dan 3 {Gga) bulan
berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

f.  Tidak lagi menjadi anggota dewan guberur bank indonesia bagi anggots ex-pfficio dewan
komisioner vang berosal dari bank indoncsia sebagaimana dimaksod dofam Pasal 10 ayat (4)
huruf b

g Tidak lagi menjadi pejabat setingkat eselon | pada Kementerian keuangan bag anggola ex-
officio dewan komisioner yang berasal dan kementerian keuangan sebagaimana dimaksud
dalasm Pasal 10 avat (4) hunef 1.

h.  Memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dan’stau semenda dengan anggota dewan
komisioner lain dan tdak ada satu pun vang menguindurkan divl dan jabatannya.

fe e

W T,
"™ i, hal, 351.
VL fhict, hall, 332,
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. Melanggar kede ctik, atau
i, Tidak lagi memenuhi salah satu syarat schagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan melanggar
larangan sebagmmana dimaksod dolam Pasal 22

I Pentingnya Strukiur Regulasi Yang Independen
A. Pengalaman di Beberapa Negara

Mendesain sebuah strukiur reguiasi vang independen adaiah mervpakan hal vang sangat
penting. Hal ini doput dilihet dan kegagalan beberapa negars vang mempunyai sebush stubitur regulas
wang hdak independen. Pengalaman Korea dan Jeping sebelum di tahum 199000 merupakan contoh
dari kewapalan struktur regulasi yang tidak independen.

i Korea regulator dan pengawasan bank khusus dan lembaga non-bank berada dalam
kekuasaan Ministry of Fingnce and Econonry. Pada sast im banvak permasalahan dalam pengaturan
dan pengawasan termasuk kekuasaan untuk mengenyampingkan persyaratan yang pada gilirannya di
percava menjadi salah sa fakior penvebab dari krisis di Korea. "™ Permasalahon independensi pada
pengawazan keuangan wang dipegang oleh Minisiry of Finance di Jepang juga dipercaya menjadi
sumber dari kelemahan sektor kevangan di Jepang di tahun 1990an."™

Merlu menjadi ingatan, bahwa berdasarkan penelitian tidak ada institesi yang independen dari
pengaruh politik jangka pendek dan independen dari keterikatan dan pengaruh lembaga kevangan.'™
Terdapal pendapat vaog mengatakan, balwe meskipun independensi pengavwas sangal penting unfuk
sektor keuangan, hal tersebut mungkin sulit dibuktikan untuk dapat berkembang dan memberikan
jaminan. Karena pengawas sering hekerjasama dengan lembaga kevangan tidak hanya dalam
memeriksa dan memantav, tetapl juga dalam menegakkon sank=t dan behkon mencabul zin
Sclanjutnva, dikatakan “becense much supervisory aciiviiy fokes place owtside divect pubiic view,
interference, either by polificians or by indusiry. can be subtie, laking many form ™'

Secars umum, kngis di Asia Timur yang terjadi di akhir 19%0an dipercaya terjadi karena
adanya intervensi politik padn badan regulator dan supervisi di bidang keusngan. Pada kasus tertentu,
badan regulator dan pengawasan bidang kevangan sebenarnya mengetahui permasalahan vang ada.
Mamun, tekanan politik oleh golongan tertentu memaksa mereka untuk mengambil kebijakan yang
justru semakin membuat perekonemian semakin terpuruk,'™

Contoh intervensi politik vang kual dapat difihad dan pengalaman Indonesia semdini pada masa
krisis ckonomi tahun 1997-1998 vang lalu. Banvak kebijakan dar Badan Penyehatan Perbankan
Masional {BPPN) vang ditolak kerena alasan pohtik,. Tidak jarang juga BPPN mendapat tekenan
politik yang sangat kuat baik dari pemerimiah mavpun politisi untuk mengambil kebijakan-kebijakan
yung hanya menguntungken golongan tertentu. Hal indlah vane dipercaya mengakibatkan gaealnya
Inclonesia uniuk keluar dari krisis lebih cepat dan kerugian Negara vang sangat besar, '™’

P2 Lihar Mare Quintyn and Michacl W Tavlor,” Regaforory ord Supervisony Tndepemdence and Financial
Seabilioy, IMF Working Paper WPAI2/46, 2002, hal 6

173 i, Tsal 6=T

™ James R. Banh, et. AL, Guardians of Finance sraking Begnlation Work for Us, (Cambrige: The MIT Press,
2012, hal. 143,

" Kennet Kooma Mwendn, Op.Cir, hol. 21. Lihat juga. M. Quintyn & M. W. Taylor. “Should Finercia! Sector
Megrlatey Be Independen 77 3 Beonomic [sues 6 (IME 2004), hal. 7.

1% Lihmt Carl-Johan Lindgren, Thomas JT Balino, et all, “Financinl Sector Crisis and Lesson From Asia, IMF
Crecasional Paper 138, 1999, dalam Mare Qudnbyn, Fhid,

""" Untuk lehih lengkap ulasan mengenai hal imi. lthot Charles Encch, Barbars Baldwin, et all. “Indonesio.
Anatory of Banking Crisis Two Years of Living Dangerously 199789, IMF Working Paper WPARZSZ, 2000,
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B. Bentuk Independensi Yang Sesuai

Berdasarkan pengalaman di atas maka tidak dapat dipungkini bahwa independensi merepakan
faktor ulama yvang harus diperhatikan dalam mendesain sebuah strukiur regolas: vang tepat uniuk
Indonesia, terutama independensi dari pengerub politik kepentingan yang masih menjadi momok
Indonesia

MNamun demikian, apabila tidak dicermat secam hati=haii, seboah institusi yang mempunyai
absoiute Independence juga dapat menyebabkan pengaruh negatif. Sebuah regulator yang teriaiu
independen dari pemerintsh dan politk dapat menyebubkan “regulatory caphoe” dimana regulator
terjebak untuk membual kebijakan bias yang hanyva menguniungkan golongan terlentu saga "™ Tanpa
adanya kontrol yang cokup duri pemerinteh dan srakehiolders linnya, sebuah repulstor yang terjehak
dalam “regdatory captire”™ dapat melibat kepentingan industri sebagai kepentingan publik.'™ Hal ini
dapat mengakibatkan regulasi vang dibuatnya hanva untuk bertujuan mengurangi biava dan industri
daripada menciptakan kescimbangan dani kepentingan industri dan kepentingan publik. '™

Selain itu, akan solit wptvk mengokur okuntanbilites den regulator yvang mempunyai
independensi vang absolut. Regulator vang mempunyai independensi yang absolule dapatl mengejar
kepentingannya sendiri tanpa mempertimbangkan kebijokan ekonomi dari pemerintah "' Beberapa
pengamar hahkan menganggap regulator tersebur sebagai “fowth branch of povernmenr” dimana si
regulator tersebut berada dalam sistem trias politica yang selama ini menjadikan dasar dan check and
berfancey,'™

Hal mnilah vang menyebabkan perlunya untuk membentuk sebuah strukior regolas: yang
independen sesuat dengan kondisi perekonomian dari Megara tersehut. Dalam perekonomian vang
sedang berkembang, Intervensi dan pemeninlab kadang diperdukan pada hal-hal terentu dikarenakan
belum adanya struktur regufasi dan infrastrukior  perckonomian yang kuat dan masih belum
terbeniuknya fegod cudfture vang mendukung instrumen perekonomian (misainya pengakuan terhadap
hak kontraktual).'™

Indonesia adalah nepara berkembang  dengan perckonomion  yang masth  berkembong,
Infrastruktur perekonomian vang ada juga masih belum sematang Negara lain yang mempunyai
perekonomian yang maju. Chleh karenanya harmonisasi antara kebijakan pemerintah dan regulasi
hidang perckonomian menjadi sangat penting untuk menjamin perumbithan ekonomi vang sehar dan
tepat untuk kesejahieraan rakyat,

Dalam konteks inilah, struktur regulasi otontas jasa kevangan di Indonesia (OJK) harus dapat
menyermbangkan antara kepenbingan  pemenntah dan Kepentingan industn agar nanfinva arah
kebijakan perekonomian di bidang kevangan dapat berjalan dengan selaras,

Oeh karensnya, imdependenst vange dimaksod dalam maekalab im bukanlah independens: vang
abzolut, CJK sebagai regulator dan pengawas jasa kevangan harus dapat berfungsi sebagai Katalisator
pembangunan ckonom dan wasit untuk fair play. Untuk memahami independens:  lembaga
tersebut dapat dikaitkan dengan independensi bank central. Karena tidak ada satu negara pun vang
menyesal telah memberikan independenst kepada bank sentralmva '™ Alan 8. Blinder menyatakan
hahwa imdependensi hank sentral dapat berarti dus hal, Pertama, bank sentral memiliks kebebasan

8 Tikat Wil Ka Sowa, O O, hal 56

"% Lihat M. Quintyn & M. W. Taylor,” Showld Firancial Seclor Regidarors Be independens®” TMF Economic
Isswes Mo 32, 2,

U Thad,

VL fhvict,

12 K enneth Knoma Mwenda (p Cir, hal 34,

3 Uik ulnsan mengenai kapan intervensi pemerintah diperlukan, lilat ibid, kal 31-33.

"% Lars Myberg, *The Framework of Modem Central Banking”, Speech on Relorming the Sate Bank of
Thaitand, hanod, 21 March 2006,
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untuk mencatukan bagaimana untuk mencapai tojuannya. Keduo, keputusan-keputusan yang diambil
olchnya sulit untuk dibatalkan olch cabang-cabang atau lembaga pemerintahan lainnya,'*

Independen dalum menentukan bagaimana untok mencapal tupuannya bukan berarti bahwa
bunk sentral dapat menentukan sendin jusnnya, karena tjuan bank sentral secora umuom tentu sopa
ditctapkan melalui legislasi vang discpakati bersama melalui suatu sistem demokrasi.  Tapi vang
dimaksud adalah bahwa bank sentral memliks diskresi vang luess mengenan bagamane mengeunakan
ImSirumeEn-insirumennya aniuk mencapai fujean yang iefah diteiapkan melaiui undang-undang, '*

IV, Analisis Singlal Strubliur Regulasi Dalam Unojk Ditingau Dari Pandoan Umam Mengenai
Stuktur Hegulasi Yang Independen

Unfuk mengukur strokiue independensi vang diadopsi oleh ULDIK, maka ada beberapa
panduan yang duopat digunekan. Panduan imi tidaklah dimaksudkan sebagai acusn untuk sisten yvang
sempurna karena scperti vang telah disampaikan di atas, struktur independensi yang tepat haruslah
disesuaiken dengan kondisi dan struktur perekenomian dar Negara tersebue,

Secara umun, strukiur regulasi vang independen dapar diukur dari beberapa [akior sebagai
berikut:

A Independensi Dari Segi Regulasi

Pertama, Independensi dar segi regulasi (Remwdatory dependence).'” Regulasi di bidang
kevangan haruslah didesain untuk memben keleluasasn untuk OJK dalsm membentuk kebijakan yang
tepat. Undang-undang vang adas harneslah memberi roang dan fleksibilitas kepada OJK untuk dapat
miendesaim dan merubah kebijakan sesuai dengean kebutuhan dan perkembangan ckonomi. Undang-
undang vang terlalu detail menjadi indivect imtervention dimana sccara tidak langsung OJK diarahkan
den dikekang uniuk mengeiuarkan sebuah kebijakan vang belum fentu sesuai dengan kondisi vang
ada,

Dalam konteks ini, secara umum LU OJK telah mengadopsi regudatory independence. Dalam
UL QIK, OJK diberi kewenangan vang cukup las untuk menformulasikan regulasi,'™ MNamun
demikian, permasalahan ini sangatlah kompleks dan di lwar den pembahasan makalah ini karena iso
Fegidagtory fndependenee juga harus dilibat dani sudot pandang ULT terkait seperti ULT Perbankan, U
Pazar Modal,  Sludi vang lebih mendalam terhadap peraturan vang ada baruslah dilakukan untuk
menganalisis apakah peraturan perundang-undangan vang ada sudah mengakomodir independensi dan
LIl Ik

B. Independensi Dari Segi Pengawasan
Kedua, independensi dari segi pengawasan { Supervizory Independence)."™ Tanpa pengawasan
vang konsisten dan menyeluroh, regulas: tidak akan memadi efektif dalam membentuk rezim sistem
kevangan wvang efisien dan wabil, Ada beberapa aspek dalam membeniuk  pengawasan yang
independen sebagai berikut:'™"
[, Perlindungan hubum kepada jajaran OJK dalam melakokan tugasnya. Jajaran OJK hams
mendapat perlindumgan hukum ketika mengeluarkan kebijakannya, Hal ini uniuk menghindan
adanya keragu-raguan dalam mengambil keputusan karena adanys ancaman tuntutan hukum.

" Alan 3. Blinder. Cenfral Banking in Theawy and Praciice, (Cambridge: The MIT Press, 1998), hal, 54,

1% Thid.

& Untuk diskusi lebib lonjut mengensd regidarony independence, lihat Mare Quintyn and Michael W Taylor hal
14=14,

P Libt pasal 8 UL OIE.

% Uk disbooai Jebily lanjur mengenad supervisery independence, [hiat Mare Quintyn and Michael W Taylos,
L2 O hal 17-20

19 thd,
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k-2
:

Selain itu tuntutan hukoem jugs dapat menyebabkan lembatmya pengambilan keputusan dimana
hal i dapat mengakibatkan hasil yang negatif mengingat sifat perckonomian yang sangat
kontekstunl, Th bamvak negaca, undang-undang  melindungs  regulator dan kewagiban
pelaksansan tugas yang timbul dari kekuasaan negarm, kecuali regulator yang beritikad buruk.
Perlindungan regulator penting, agar mercka bekerja dengan rajin, kompeten, mandici dan
profesional !

Adanya system dan standar vang jelas dalam perafuran (0K mengenai pengawasaan dan
pengenaan sanksi. Sistem dan stondar yang jelas dapat mencepnh penvalahgunsin kelowsam
dan menjadi alan check and balances karena keputusan yang diambil bukantah berdasarkan
kebijakan indvidue tetapi harmus mengscu peda peraturan yeng ada. Hal ini dapat
meminimalizasi adanya kebijakan yang bersifat subjekif dan menjaga kensistensi dalam
pengawasan regulasi.

Sistem remunerasi yang jelas dan terjamin, Harus ada standar gaji yang cokup dan sistem
jenjung karir vang berdasarkan seris. Hal ini ditujukom untuk meminimalisic potensi komupsi
dan juga memastikan bahwa OJK diisi oleh orang-orang vang professional dan Kompeten
dalam bidangny.

Adanya sistem sanksi dan banding vang jelas. Strukmr yang ada harus memberikan kejelasan
dalam proses pengenaan sangsi dan upaya hukum vang dapat dilakukan serta jangka waktn
dalam prosesnve, Hal i dilakukan tidak hanya wofek menjuga kepastian hukum, tetap juga
untuk memastikan bahwa otontas jasa kevangan dapat mengambil tindakan dun kebijakan
vang tepat. Upayva hukum vang herlebiban misalnva dapat menyebabhkan

C, Tndependenst Dari Segi Institusi

independenst dari segi instiiusi (fnstimtional Independence)'™ mengacu pada status dari

otoritas jasa kenangan yang terpisah dari lembaga ekseloutif dan legislatit. Mengingat fungsinva vang
sangat krusial untuk menyeimbangkan keadsan perckonomion dan kegagalan fungsi otoritas jasa
kepangan vang fidak independen seperti vang felah dijelaskan pada bab sebelumnya, menjadi sangat
penting untuk menjaga independensi sebuah otoritas jasa kewangan dari pengareh politik dan
pemerintah.

Untuk mencapai hal ini ada beberaps Takior penfing vang harus diadops oleh sebuah strukiur

regulasi yang independen sebagai benbout:

-

Peraturan vang jelas mengenmn pengangkatan dan  pemberhentian don personel  semor,
Kepasinan mengenai proses pengangkatan dan pemberhentian diperlukan untuk membenikan
Juminan kepade angeota OJK untuk dapat mengambdl keputusan tanpa adonya kekhawatiren
atas ancaman pemberhentian,

Struktur pengaturan yang jelas. Pengambil kebjjakan di OJK sebaiknya bersifat kolektf dan
diisi oleh para ahli di bidangowva, Hal ini uniuk mencegah adanva satu individu vang rerlaly
dominan vang pada gilicannva dapat mempengarehi kebijakan yvang di ambil,

Proses pengambilan kebijakan vang transparan, Walaupun ads beberaps keputusan vang
menurul sifatnya Bersifin mhasia dan sensitif, proses pengambilan kebijakan yang iransparan
harus tetap dilakukan, Hal mi penting untuk memastikan adanya kontrol dari publik terhadap
kebijakan vang diambil oleh OJE.

" Kenneth Kaoma Mwenda, (. O, hal 13,
132 fhicl, hal 20
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D. Independensi Dari Segi Pembiayaan

Independensi dari segi pembiayaan (Budgetary Independence)”’ mengacu pada keterlibatan
dan eksekutiT dan legslanve dalam memutuskan besomyva angzaran OJK fermasuk personel dan
besarnya gagi. Otoritas vang mempunyai kebebasan dolam merancang anggarn dan sumber dayanya
akan lebib siap untuk menghadapi tekanan politik. Schinga, proses pengambilan keputusan akan dapat
berjalan lebih cepat dan sesuai dengan perkembangan pasar. Dalam hal 1m, maks schatknya pendanasan

e i

141

Mamun dermikian, di sisi lon, apabila pendanpan hanva berusal dan indusin, ada kekbhawatiran
bila mantinya OJTK akan mengalami com@iol forerest i saal mengambil kepotusan yang berpolens
merugikan industri. Misalnye dalam sitnasi krisis dimena industri dopat menckan OJK untuk
mengambil kebijakan yvang menguniungkan industei tanpa melibat kepentingan publik secara umum.

Dalam konteks i, UUOJK telah mengambil langkah yang tepat. Dalam UUOJK, pendanaan
OJK berasal dari kombinasi APBN dan premi dari Industri, Mengingat masih rentannya perekonomian
Indonesia, kombinasi ini merupakon solusi vang baik dimana OJK tetap dapat berfungsi penuh di saat
krisis dengom dukungan dan pemerintah.

¥, Analisis Strukiur Independensi Di Tingkat Penyvidikan Pada Stukiur Regulasi UUOJK
A. Permasalahan Dalam Strukiur Penvidikan di ULOWK

Bab sebelumnya sudah membahas secora umum entang strukiur regulas: vang independen
dan analisis singkat tentang struktur dalam UUOJK. Walaupun secara umum, UUOIK telah
memberikan independensi yvang cukup kepada OJK, tidak dapat dipungkin juga bahwa masih banyak
gop dalam ULUCHE vang dapal berpotenst mempengarubi  independensi dan (K. Mengmpgat
kompleksnya isu yang ada, seperti yang telah diuraikan di muka, makalah ini akan di fokuskan kepada
masaiah penyidikan dimana terdapat gap vang besar daiam konteks independensi yang dapat
berpotensi untuk menciptakan penyalahgunaan wewenang atau ketidakpastian dalam pelaksanaan
sehunh kebijukan. Adapun beberspa masaloh mendasar padn struktor yang ada vang berpotensi
mempengarnibi level implementasi penyidikan adalah;

Pertama, tdak ada standar dan hulum acars yang spesifik menvanghkut tingkat penyidikan di

LLIOTE., Tidak dapat dipungkini kalay sekior keuangan sangat kompleks. Banvak dimensi yang
terlibat oi dalamnya mulai dari masalah foancial, sesial sampai bukem, Oleh karenanya, pemahaman
vang menyeluruh dan seorang penyvidik sangat diperlukan ontuk dapat melihat permasalahan yang ada
dari kacamata multi dimensi.
Sayangnya, UUDIK tdak memberikan acuan yang jelas mengenai standar yang harus dipakai dan
diterapkan. Tidek terintegrasinya fungsi penyidik dalam lembagn OJK  berpotensi menimbalkan
perbedaan mierpretasi vang pada gilimnnya dapat memnimbulkan inkonsistensi dalam  penerapan
kebajakan.

Keduag, adanya potensi multi interpertasi pada Pasal 49 angka | ULUOJK vang menyarakan,
“Belain Pejabat Penvidik Kepolisian  Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai MNegerd Sipil
tertentu yang lingkup togas dan tanggung jeoabnya vang meliputi pengawasan scktor jasa keuangan di
lingkumgan OJK, dibern wewenang khusos sebagai penvidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab
Undang-Undang Hokum Acara Pidana”, [ sini, dapat terlihat, di satu sisi, ketentuan Pasal 49 anghka |
tersebut dapat  diinterpretasikan babwa EBepolision sebagal  instilusi mempunyal  kewenangan
penyidikan tersendini terhadap kasus-kagus yang berkaitan dengan kejahatan di bidang kevuangan. Di
si51 lain ketentuan Pasal 49 angka | itu jugs diinterpretasikan bahwa banva penyidik Kepolisian vang
diperbantukan di OJTK lah vang diberikan kewenangan khusus untuk menyidik kasus-kasus kejahatan

M thidd, hal 21
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di bidang keuvangan. Schingga, scbagai institusi, Kepolisian tidak lagi berwenang menangani kasus-
kasus di kejahatan bidang keuangan.

Masalah interpretasi i horuslah diperjelas karena perbedaan pandangan akan berpotens
mempengaruhi independensi penyidikan oleh OJK dan penegakkan hukum di bidang keuangan secara
umumiva. Idealnya, penyidikan di bidang kevangan haros dilakukan oleh satu institusi unfuk menjaga
konsistensi darl kebijakan vang ada. Penyidikan yang dilakukan dus mstitusi yang berbeda dapai
herpatensi  memimbulkan perbedaan penanganan vang pada giliranova membeniuk  sebuah
ketidakpastion hukum dan kebijakan di bidung kevangon.

Kotiga, Dalam hal strukitue ofganisist penyidikin, masih adanya kekosongan  mengenin
sejuuhmana QUK depat tetap independen dalam proses penyidikan. Walaupun ketentuan Pasal 1 angha
I ULIOWUK elah memberikan fumgsi, wigas, dan wewenang penyidikan kepada OJK. Namun dalam
implementasinya QUK tidak biss langsung mengontrol jalanya penyidikan. Dalem ketentuan Pasal 49
angka 1 UUCYK dischutkan bahwa penyidik adalah Kepolisian polisi atau Pejabat Pegawai Negeri
Sipil {PPMNS). Sementara itn dapal dipahami bahwa pegawal OJK bukanlah Pegawai Negerd Sipil. Hal
ini berarti bahwa dalam melakukan penwvidilean, QK harus “meminjam” bantuan dan pemerintah (baik
instituzl polisi moopun iestitust lannva.

Yang menjadi pertanyaan adalah;

. Sejauh mana penyidik yang “diperbantukan™ ke OJK dapat independen dard institusi asalnya
mengingat bahwa mereka nantinya akan kembals lagn ke instiusi asalnya tecsebui?

2. Sejauh mana Dewan Komisioner OJK dapat mengawasi plannys penyidikan untuk menjapa
konsistensi kehijakan penegakkan hukom yang diambilnva mengingat tidak adanya direct e
af command ke Dewan Komisioner”

Kedua hal ini penung untuk dipikirkan karena pencgakan hukum vang tidak konsisten dengan
kebijakan vang dibual akon menciplakan kebingungan dar peiaku pasar. Tidak jarang adanva
penafsiran yang berbeda antara aparat penegak hukum dan regulator dalam menterjemahkan sebuah
kebijokan. Tanpa adanyn struktur dan peraturan yvang jelas, institusi penvidikan juga sangat berpotensi
menjadi channel terhadap intervensi dari pibak dan golongan terfentu kepada CHE,

B. Beberapa Masukan
Untuk mengatas permasalaban di alas, maka ada beberaps masukan yang mungkin dapai
dipertimbangkan oleh CUE untuk menutup gap vang ada sehagaimana divratkan berikut ini:
I. Pembustan sebuah standar dan kemgasama vang jelas dalom melokukem penvidikon,
Harus ada komimment dari OJK dan institusi asal penyidik bzhwa penyvidikan kasus keuangan
dilakukan melalul saiu pintu dan kondinas: vaitu O, OJK jugs harus membuoat standard
sistem penangaman perkara vang jelas dan objekil sehingea check and Safances dan jalannya
sebuah penvidikan dapat dengun mudah difabukan dan di ukur.
Standar vang ada harus paling tidak mencakup hal-hal mengenai tahapan sebelum dan sesudah
penyidikan, Untuk mengatasi adansva perbedaan interpretasi antara OJK don penvidik,
schatkmya  setiap  penyidikan yang dilakukan harus  didahubn oleh  kesimpulan  dan
rekamemndasi dari OJE dan level pemeriksaan, Hal ind penting agar penyidikan vang dilakukin
didasarkan pads suate landasan penafsiran kebijakan vang konsisten dan bukan berdasarkan
penilaian subjekiil
Selain ity, standard yang ada juga harus mengatur mengenai jangka wakm dari tahep
pelaporan. pemenksaan hingga penyidikan, Hal ini wniuk menjamin kepastian hukum dan
menjags agar masalah yang ada dapat diselesailan secepat mungkin, Perlu diingat hahwa
sekior keuangan sangatlah dinamis. Keterlambatan penanganan atau proses vang terlalu
berkepanjangan dapal menimbulkan permasalaban sistemik dan menimbulkan ofek domino.
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Olech karenanya penting kiranya untuk membentok sebuah standard dengan jangka waktu yang
Jelas,

2. Pembentukan strukiur orgamsas penyedikon di OJk.

Kerancuan mengenai chain af command dar penyidikan harus dengan segera diatasi melalu
rogulasi infernal mengenad struktur organisasi, vaitu melalui peraturan OJK.'™ 1dealnya,
dalam struktur orgenisasi OJK nantinya, semua penyidik dimasukkan ke dalam schunh satu
depariment iersendin vang diketuai oleh depuii bagian penyidikan. Deputi bagian penyidikan
bertangrung: jawab kepada Dewsn Komisioner melaln Ketua OJK. Artinys, Deputi bagian
penyidikan berada dalam pengawasan dan kontrol dim ketua OJE, dimana nantmya kelua
CJK akan bertanggung jawab kepada Dewsn Komisioner mengenai hasil penvidikan yang
ada.

Fungsi controd dari Ketus OJK dalam penyidikan ini penting untuk menjaga divisi penyidikan
fctap independen baik dan pengaruh negative institugi asalnya maupun dari pengaruh divisi
atau lembaga lain i OJK vang mungkin mempunyvai agends dan Kepentingan vang berbeda
dengan divisi lainmyva, Oleh karenanyva, diharapkan kedudukan dan fungsi Kelua vang netral
dapat meminmimalisir adanya intervenst penyvidikan baik dar eksternal maupun intermal GFE.
Selain itu, sistem Eepangkatan dan remunerasi dan penyidik juga fidak kalah penting uniuk
diatur dengan jelas. OJK harus dapat menjamin adanva kontinuitas dari karir si penyidik
ketika dia kembali ke institust asaloya, Kepangkatan dan fungs di OJK hames pararel dengan
kepangkatan dan fungsi si penyidik di institusi asalnya. Hal ini penting agar nantinya si
penyidik dapat fokus dalam melfakukan penyidikan tanpa adanya kekhawativan mengenai
masn depannya. Selain ifu dengan adanya strukior kanr yang parare]l independensi =1 penyidik
juga dapat lebih terjaga dari pengaruh institusi asalnya karena kenaikan karimya tidak
tergantung pada instifest asainya.

3. Ke depan, untuk lebih meningkatkan etektifitas dan keberhasilan penegakan hukum OJE, perlu
dibuat ketentuan dalam regulasi OJK yang menpatur pegowai QK schapgsd  penyidik
dizamping penvidik Kepolisian dan PPMS dan pemeriksaan dalam setiap fingkatan perlu
diperjelas dan diperkuat.

4, Perly kedudukan dan hubungan antara ULTOJK dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 192]
(KUHAPY diperjelas dan harmenis, Berdasarkan penelitian Burg's salah saou unsur hukum
agar hukum dapat membuat sistim ckonomi berfungsi adalah definisi dan status yang jelas
{definition and clarvity af sams)™, Oleh karena ftu, dalem rangka pembaharoon KUHAP
nantinya perlu menentukan  “pihak  fainnya vang melaksanakan tugas  pemerintahan”
disamping Kepolision dan PPNS mendapat kewensngan melaksunakan lugas penyidikon.
Pemberian  kewenangan  penyidikan kepada pihak  laomnya  wvang  melaksanakan  tugas
pemerintahan tersebut akan menciptakan melti imvessigaior system vang dapat diharepkan
nantinya menciptakan semangat kompetisi vang positif diantara institugi penvidik vang pada
rilirannya bermanfant untuk penegakan bukum. Ml fevestigator Spstem telah diterapkan
negard lain, seperti Amerika Serikat yang mengatur berbagai institusi sehagai penyidik dalam
kasus momey lawedering, Misalnva antass biin, DEA {fvugs Enforcement Adminisiration) dan
RS (fmternal Revenue Service).

"™ Perpturan OJK adalah peruturan tertulis vang ditetapkan oleh Dewan Komisioner, mengikat secam umoam,
dan divndongkan dalam Lembasan Negara repablik [ndonesia

"' Leonar J. Theberge, “Law and Economic Development™, Jowrnal of Imernaniongl oow and Policy, (Yol %,
1980, hal, 232,

2%



Struktur Regulasi Independensi Otoritas Jasa Kewangan, Bismar Nasution

Penutup

Untuk mendorong struktur regulasi independen OJK vang efisien dan efektif, perlu mengkaji
kembal peran CUK sebagn regulator untulk pengawasan sektor jasa keuangan, Dengan ini diharapkon
OJK menjodi paling objektf, dapat melaksanakan wewenangnya secara memadai, transparan dan
akuntabilitas, D zamping i, OJK dikarapkan memiliki kewenangan hukom yang cukup untuk
melakukan penyidikan dalam masalah-masalah sckior jasa keuangan,
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